WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASA
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

R

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Menimbang

Mengingat

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 19

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun

. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004

. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2

TAHUN ANGGARAN 2017

PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuap dalam Pasal 3 Ayat (3)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nom

br 6 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor S5

Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal

Daerah pada Perusahaan

Daerah Air Minum perlu mentapKkan Peraturan Walikota
Denpasar tentang Surat Perintah Perjcairan Dana Penyertaan
Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Air
Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017;

D2 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpgasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 346%);

Negara (Lembaran Negara Republik
Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne
Nomor 4286);

Negara (Lembaran Negara Republik
Nomor 5, Tambahan Lembaran Neg
Nomor 4355);

2003 tentang Keuangan
Indonesia Tahun 2003
para Republik Indonesia

tentang Perbendaharaan
Indonesia Tahun 2004
ara Republik Indonesia

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke

D04 tentang Pemeriksaan
ngan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Perencanaan Pembangunan
Republik Indonesia Tahun 2004
Lembaran Negara Republik Indonesia

mor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun| 2004 tentang Sistem
Nasional

(Lembaran Negara
omor 104, Tambahan
mor 4421);




6.

10.

1L

L

13,

14.

. Peraturan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200
Keuangan antara Pemerintah Pusat da
(Lembaran Negara Republik Indonesia

4 tentang Perimbangan
n Pemerintahan Daerah
ahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik I

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 201

Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne
Nomor 5587), sebagaimana telah diuba
dengan Undang-Undang Nomor 9
Perubahan Kedua Atas Undang-Undan
tentang Pemerintahan Daerah (Lem

onesia Nomor 4438);

tentang Pemerintahan
ndonesia Tahun 2014
ra Republik Indonesia
beberapa kali, terakhir
Tahun 2015 tentang
Nomor 23 Tahun 2014
ran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tah
Informasi Keuangan Daerah (Lemb4
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tam
Republik Indonesia Nomor 4576);

Pemerintah Nomor 58
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tam
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
Pembinaan dan Pengawasan Penyelel
Daerah (Lembaran Negara Republik

2005 tentang Sistem
iran  Negara Republik
pbahan Lembaran Negara

Tahun 2005 tentang
aran Negara Republik
pbahan Lembaran Negara

2005 tentang Pedoman
nggaraan Pemerintahan
Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor |
Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahui
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Neg
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan ler
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah seba

S, Tambahan Lembaran

1 2010 tentang Standar
ara Republik Indonesia
nbaran Negara Republik

13 Tahun 2006 tentang
paimana telah diubah

Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

beberapa kali terakhir dengan Peratur?
g

Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tenta
Keuangan Daerah (Berita Negara Republ
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Pedoman Penyusunan Anggaran Per
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaim)|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Pedoman Pengelolaan
k Indonesia Tahun 2011

31 Tahun 2016 tentang
Jdapatan Dan Belanja
hna telah diubah dengan
109 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31

Tahun 2016 tentang Pedoman
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahi
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1

Penyusunan  Anggaran
in 2017 (Berita Negara
25);




Menetapkan

16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nof

15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomjr S Tahun 2013 tentang

Penyertaan Modal Daerah Pada Perup

(Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tambahan Lembaran Daerah Ko
sebagaimana telah diubah dengan
Denpasar Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Kota Denpasar Nomor

la. Denpasar

haan Daerah Air Minum
Tahun 2013 Nomor 5,
Nomor 5)
Peraturan Daerah Kota
tentang Perubahan Atas
o Tahun 2013 tentang

Penyertaan Modal Daerah Pada Perugahaan Daerah Air Minum

(Lemabaran Daerah Kota Denpasar Ta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah K¢
Nomor 9) sebagaimana telah diubah
Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kota Denpasar Non
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Da
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kq
Nomor 4);

17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor
Penjabaran Anggran Pendapatan d4
Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Ber]
Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimaf
Peraturan Walikota Denpasar Nomor
Perubahan Penjabaran Atas Peraturan
47 Tahun 2016 tentang Penjabaran A

nun 2016 Nomor 6);

por 9 Tahun 2016 tentang
erah Kota Denpasar Tahun
pta Denpasar Tahun 2016
dengan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas
ior 9 Tahun 2016 tentang
erah Kota Denpasar Tahun
ta Denpasar Tahun 2017

47 Tahun 2016 tentang
n Belanja Daerah Kota
ta Daerah Kota Denpasar
na telah diubah dengan
37 Tahun 2017 tentang
Walikota Denpasar Nomor
nggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita

Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 No

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SURA
DANA PENYERTAAN MODAL DAERA

mor 37);

T PERINTAH PENCAIRAN
H PADA PERUSAHAAN

DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

' Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku Bendahara

Umum Daerah (BUD)
pengeluaran atas beban Anggaran Pendap|
(APBD) berdasarkan Surat Perintah Memb:¢

Pasal 2
Mencairkan SP2D yang disetor kepada

Minum Kota Denpasar pada Tahun Ang
5.334.868.506,00 (lima milyar tiga ratus

dan kuasa BYD untuk pelaksanaan

atan Dan Belanja Daerah
lyar (SPM).

Perusahaan Daerah Air
garan 2017 sebesar Rp
tiga puluh empat juta

delapan ratus enam puluh delapan ribu linja ratus enam rupiah).




Pasal 3

SP2D sebagaimana dimaksud dalam Paisal 2 bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeral] Kota Denpasar Tahun
Anggaran 2017.

Pasal 4

Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuanggn dan Aset Daerah Kota
Denpasar selaku Bendahara Umum [Daerah (BUD) untuk
melaksanakan proses administrasi Penyerthan Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada fanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerjntahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatanpya dalam Berita Daerah
Kota Denpasar. ‘

Ditetapkan di Denpasar
pada tapggal 12 Desember 2017
4y WALIKQTA DENPASAR,
J& RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIWﬁ)TA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 48




